
BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 8A TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 29 TAHUN
2021 TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PUSAT KESE HATAN MASYARAXAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI I'MBOK UTARA,

Menimbang a.

b.

bahwa dalam rangka memberikan kepastian dalam
pemanfaatan penerimaan pendapatan pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati
Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tarif
layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola
Pengelolaaa Badal Layanan Umum Daerah perlu
diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati lombok
Utara Nomor 29 Tahun 2027 tentang Tarif L^ayanan
Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Ipmbok Utara di Propinsi
Nusa Tenggara Barat (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063), Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Cipta Ke4'a (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20
Nomor 245, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 20 14 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46
Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 125);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan
lcmbaran Daerah Kabupaten Iombok Utara Nomor 62)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 2l Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten lombok Utara Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten
l,ombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG
TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Diantara BAI! IV dan BAEi V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IV A, berbunyi
sebagai berikut:

BAB IV A
PEMAN FAATAN PENDAPATAN

Pasal 8A

(1) Pendapatan yang diterima oleh UPTD BLUD Puskesmas dimanfaatkan
seluruhnya untuk:
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(21 Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap UPTD BLUD Puskesmas
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ditetapkan sekurang-kurangnya 4U/" (empat puluh persen) dari
penerimaan pendapatan.

(3) Alokasi untuk pembay€rran dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf b ditetapkan
sebesar selisih dari besar pendapatan dikurangi dengan besar alokasi
untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggd 18 Maret 2022

rB MBOK UTARA, (

I H. DJOHAN SJAMSU
Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 18 Maret 2O22

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KAE}UPATEN LOMBOK UTARAt (

ANDING DUWI CAHYADI

BERITA DAERAH KAI}UPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022 NOMOR 8A

(


